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ABSTRACT

The children having value and dignity inside of their self as the complete human
are mandate and bounty of God. From the side of nation and state life, the children is
future and continuer generation of nation ambition, so every child has a right to get
protection and warranty for their right. One of child’s rights taking effect to grow and
progress significantly is the right of child’s alimentation, consequent of the birth’s child
as happening law because marriage. The right of child’s alimentation is responsibility
of parents, especially father is as a leader of household. Both Al-Qur’an and legislation
in Indonesia have organized to protect the right of child’s alimentation. However, the
truth is many happening law enforcement problems on the right of child’s alimentation,
in marriage and divorce age. Those problems show us that the poor protection on the
right of child’s alimentation. Therefore, that condition becomes nightmare for children
in Indonesia wrenched their rights.

From the legal problems, the writer would like to do excavation toward juridical
provision about the rule of child’s alimentation on Islamic Family Law in Indonesia
with using the philosophical approach. This study was library research from the book
sources; the acts, figh, book, paper, magazine, journal, and etc. Those were projected
for giving explanation and revealing philosophy values about very important rule of
child’s alimentation to apply in society. This study was descriptive-analysis, it
presented about legal norms and legal facts, then analyzed using theories about legal
justice, legal security, and legal expediency from the kinds of law figure, so getting
comprehensive and deep result for taking conclusion.

The result of this study showed that the juridical rule of child’s alimentation on
Islamic Family Law in Indonesia saved the values of legal axiology, it was helpful for
growth-progress the social life of prosperous society. If we fulfill the child’s alimentary
right, we will give the basic needs of child, such as physical, spiritual, and intellectual
child, so the children were ready to be quality human in the future. Moreover, the
fulfillment of the child’s alimentary right is also contained values of justice, such as
theological justice, social justice, and gender justice. Those are very important to be
kept and manageable in the livelihood of society. Furthermore, the punishment existed
on legislation in Indonesia will give legal security to do law enforcement and social
control.

Key words: warranty, child’s alimentation, Islamic Family Law
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ABSTRAK

Anak adalah amanat dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam
dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dari sisi kehidupan
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita
bangsa, sehingga setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-
haknya. Salah satu hak anak yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuh
kembangnya adalah hak nafkah anak, yang merupakan konsekuensi dari kelahiran anak
sebagai peristiva hukum akibat hubungan suami-istri. Hak anak tersebut menjadi
kewajiban orang tuanya untuk dipenuhi, khususnya menjadi tanggung jawab sang ayah
sebagai tulang punggung dan pemimpin (leader) dalam rumah tangga. Baik Al-Qur’an
maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, telah mengatur secara tegas
tentang jaminan hak nafkah anak. Tetapi realitanya, masih banyak terjadi problem
penegakan hukum nafkah anak, baik dalam masa pernikahan maupun setelah putusnya
pernikahan. Hal ini memberi gambaran yang memprihatinkan kepada kita terhadap
kondisi perlindungan hak anak di Indonesia. Tak pelak hal tersebut menjadi mimpi
buruk (nightmare) bagi anak-anak Indonesia yang direnggut hak-haknya.

Berangkat dari problem hukum tersebut, penulis hendak melakukan ekskavasi
terhadap ketentuan yuridis aturan nafkah anak pada hukum keluarga Islam di
Indonesia, dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum. Penelitian ini merupakan
jenis penelitian library research (kepustakaan) dari hasil penelusuran sumber-sumber
pustaka, yakni Undang-undang, kitab figh, buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-
lainnya, yang diproyeksikan untuk memberi keterangan, dan mengungkapkan nilai-
nilai filosofis tentang pentingnya supremasi hukum nafkah anak bagi kehidupan
masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berupa penggambaran yang akan
menyajikan aturan-aturan dan fakta hukum yang kemudian dianalisis menggunakan
teori-teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari berbagai macam tokoh-
tokoh hukum, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk
mengambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan yuridis nafkah anak yang ada
pada hukum keluarga Islam di Indonesia menyimpan nilai-nilai aksiologi hukum yang
bermanfaat untuk  menumbuh-kembangkan kehidupan sosial ~masyarakat yang
sejahtera. Sebab, dengan terpenuhinya hak nafkah anak, berarti juga anak-anak telah
terpenuhi  kebutuhan-kebutuhan dasarnya (basic needs), seperti kebutuhan jasmani,
rohani dan intelektual anak, sehingga anak-anak siap menjadi manusia yang berkualitas
di masa depan. Selain itu, pemenuhan nafkah anak, juga sarat dengan nilai-nilai
keadilan, seperti keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender, yang itu semua
sangat penting untuk selalu dijaga dan dikelola dalam tata kehidupan bermasyarakat.
Di tambah lagi, adanya sanksi bagi pelaku yang melanggar kewajiban nafkah anak
dalam perundang-undangan lebih memberikan kepastian hukum sebagai upaya
penegakan hukum dan kontrol sosial.

Kata kunci: Jaminan, Nafkah anak, hukum keluarga Islam.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Transliterasi  huruf-huruf  Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba' B Be
< Ta' T Te
& Tsa' S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha' H Ha dengan titik di bawah
z Kha' Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal V4 Zet dengan titik di atas
D Ra' R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o Sad S Es dengan titik di bawah




o= Dad D De dengan titik di bawah
L Ta' T Te dengan titik di bawah
L 7a' Z Zet dengan titik di bawah
' ‘Ain Koma terbalik di atas
d Gayn G Ge
s Fa' F Ef
3 Qaf Q Qi
< Kaf Ka
J Lam L El
N Mim M Em
O Nun N En
3 Waw W We
° Ha' H Ha
3 Hamzah Apostrof
< Ya' Y Ye
B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Cpasaia Ditulis muta aqqidin
S Ditulis iddah




C. Ta' marbiitah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

Ao
RYREN

ditulis

ditulis

hibah

jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h:

BRENERES

Ditulis

karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t:
PV Ditulis Zakat al-fitri
D. Vokal Pendek
agd Kasrah ditulis i (fahima)
Qe fathah ditulis a (daraba)
S damah ditulis u (kutiba)

Xi




E. Vokal Panjang

1 fathah + alif ditulis a
FENE ditulis jahiliyyah
2 fathah + ya' mati ditulis a
(S ditulis yas a
3 kasrah + ya' mati ditulis 1
a8 ditulis karim
4 dammah + wawu mati ditulis a
O3 ditulis furiid
F. Vokal Rangkap
1 Fathah + ya' mati ditulis ai
iy ditulis bainakum
2 fathah + wawu mati ditulis au
J3 ditulis Qaulun

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Ditulis

ditulis

ditulis

a'antum
u'iddat

la'in syakartum
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H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila dikuti Huruf Qamariyyah

O 1Al Ditulis al-Qur' an

G Ll Ditulis al-Oiyas

b. Bila dilkuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el)nya.

¢l Ditulis as-Sama'

sl Ditulis asy-Syams

I. Huruf Besar
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

=308 (550 Ditulis zawi al-furiid,

A Jal Ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR
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Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Xiv



3. Yth. Ibu Euis Nurlaelawati, MA, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang
dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannnya untuk membantu,
mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan  maupun
penyelesaian tesis ini.

4. Ayahanda Drs. H. Ali Mas’ad beserta Ibundaku Hj. Sri Hastuti, S.Pd tercinta
yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi
bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk
menggapai cita-cita.

5. Adik-adikku tersayang UMfi Aziziah S.H.l, Ulfiana Qodriah dan Ulfatun
Nihayah.

6. Para Guru Besar, Doktor dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijjaga
Yogyakarta

7. Sahabat-sahabat seperjuangan HK. B Non Reguler di PPS UIN Sunan Kalijaga
Penyusun tidak mungkin bisa membalas segala budi baik yang telah beliau-

beliau curahkan, namun hanya ribuan terimakasih teriring doa yang mampu penyusun
sampaikan, semoga selurun amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal

dan berlimpah dari Allah SWT.

XV



MOTTO

A3 50501 e feLs 2 of 8 51 52 S 05 SR s il
T3 \ead5, 5y 2Lad U gazy ) a3 e O Oyl 238 S5 455,

s S5

:" k.)‘)\jj\ L;LC) 4DJJJJ jdg

[Q.S al-Bagarah (2): 233]

&/U\

Keberhasilan pads tingkat apa pun menuntut seseorang
antuk bertanggung, jawab penuh
Satu-satunya sikap yang menyatukan orang-orang sukses di dunia adalah
kekuatan mereks dalam bertandgung jawab penuh

(Michael Court)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran anak sebagai peristiva hukum yang terjadi karena hubungan
suami-istri, membawa konsekuensi berupa hak dan kewajiban secara timbal balik
antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu, baik hak yang
menjadi kebutuhan material anak, seperti; sandang, pangan dan papan, maupun
hak immaterial anak, seperti; hak beribadah, hak mendapatkan perhatian dan
kasih sayang, sekaligus hak berinteraksi sosial. Salah satu hak anak yang sangat
penting untuk dipenuhi oleh orang tuanya adalah hak nafkah (alimentasi).
Pemenuhan hak nafkah anak, merupakan bentuk pengejawantahan dari tujuan
pernikahan, sebagai media ampuh yang berperan secara aktif-ofensif untuk
melindungi keturunan (kifz an-nasl).! Selain itu, pemenuhan nafkah anak yang
termasuk dari aspek kebutuhan tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya
pengobatan dan biaya pendidikan, ditengarai dapat menunjang kehidupan dan
tumbuh kembang sang buah hati secara optimal. Tentunya, hal ini menjadi
langkah visioner untuk mencetak anak-anak menjadi generasi unggul, yang siap

mengemban kewajiban selaku khalifah di bumi (Q.S al-Bagarah [2]:30).

1 Muhammad Khalid Mas'ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, terj. Yudian W.
Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 225.



Untuk mencapai tujuan itu, maka diperlukan suasana kondusif dalam
lingkungan rumah tangga, caranya adalah dengan membagi peran antara suami-
istri. Keduanya memiliki porsi masing-masing dalam merawat dan membesarkan
buah cintanya. Islam dalam hal ini telah memberikan formulasi berkenaan hak
dan tanggung jawab suami-istri, suami berkewajiban memikul beban nafkah
terhadap istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma ruf, sesuai dengan kadar
kesanggupannya,? sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Bagarah [2]: 233.
Lain halnya dengan suami, menurut Q.S An-nisa [4]:34, istri berkewajiban untuk
mematuhi suami, menjaga kehormatan, memelihara rahasia dan harta suami, baik
ketika suami berada di rumah maupun suami sedang tidak berada di rumah. 3

Prinsip-prinsip Islam ini kemudian diformulasikan ke dalam beberapa
produk regulasi di negara Indonesia, dua di antaranya yaitu Kompilasi Hukum
Islam sebagai produk figh Indonesia dan UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi
cermin eksistensi hukum Islam pada ranah legal positivistic di Indonesia. Pasal
34 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mencantumkan kewajiban seorang
ayah ialah melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.® Seorang ayah juga bertanggung

2 Ali Yusuf as-Subki, Figh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam, (Jakarta: AMZAH,
2010), 282.

3 Amiur Nurudddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis
Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2006), 206.

4 Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU Perkawinan No.
1 Tahun 1974, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 2000), 124.



jawab atas nafkah kepada anaknya baik selama pernikahan berlangsung (pasal 80
ayat 4 KHI),> maupun pasca perceraian, sekurang-kurangnya sampai anak
tersebut dewasa yakni berumur 21 tahun (pasal 156 d KHI dan pasal 41 b UU
Perkawinan/1974).5 Sementara istri memiliki kewajiban untuk berbakti segenap
lahir-batin kepada suami, selama berada pada koridor yang dibenarkan hukum
Islam, dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya
(pasal 83 KHI dan pasal 34 ayat 2 UU Perkawinan/1974).

Pembagian peran orang tua untuk menjaga, merawat anak dan mendidik
anak, telah diatur sedemikian rupa guna menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi
tidak bisa di pungkiri riak-riak yang mendera bahtera rumah tangga hingga
berujung perceraian, kerap terjadi. Fenomena perceraian di Indonesia yang dari
tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan, perlu mendapat
perhatian oleh pihak-pihak yang terkait, karena dampak dari perceraian
merupakan hal yang cukup serius, salah satunya adalah dampak yang dialami
oleh anak. Anak lah yang menjadi korban langsung akibat perceraian orang
tuanya. Oleh karena itu, hak-hak keperdataan anak jangan sampai di abaikan,

khususnya hak nafkah anak.®

5 Departemen Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, 1997/1998), 41.

6 Ibid., 69. Lihat juga: Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974..., 125.

7 Ibid., 43. Lihat Departemen Agama Republik Indonesia, Bahan Penyuluhan Hukum UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ..., 124.



Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur
dengan tegas hak nafkah anak, tetapi dalam tataran realita, masih banyak terjadi
problem penegakan hukum nafkah anak, baik dalam masa pernikahan maupun
setelah putusnya pernikahan. Akibatnya, anak harus menjadi korban kelalaian
kewajiban nafkah oleh ayah kandungnya. llustrasi memilukan digambarkan
banyak peneliti salah satunya adalah Sulistyawati, ia menyoroti tindakan
seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak selama
berlangsungnya pernikahan, yakni dalam perkara gugatan ta’qlig taldg No.
614/1990 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Klaten oleh Winarti yang
menjadi pedagang “bakulan” di Desa Tempursari Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Klaten. Gugatan tersebut diajukan karena suaminya Kuseno selama 6
bulan berturut-turut tidak memberi nafkah wajib, melukai tubuh dan mengusir
winarti dari tempat kediaman mereka berdua. Alhasil, pengadilan menjatuhkan
talag satu khul’i. Kendati pengadilan telah mengabulkan gugatan perceraian
Winarti, akan tetapi Sulis memberi catatan merah terhadap putusan pengadilan
agama yang disinyalir bias gender, yakni dalam hal nafkah yang tidak diberikan
oleh Kuseno, yang menurut Sulis merupakan “bentuk kekerasan non fisik” dalam
rumah tangga.

Alih-alih  memberikan suatu keadilan kepada Winarti, pengadilan justru

terkungkum dalam bentuk “kekerasan proseduralisme”, karena hanya memutus

8 Muchsin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tuanya,” VARIA
PERADILAN: Majalah Hukum, Ikatan Hakim Indonesia., No. 301, Tahun XXVI, Desember 2010, 5.



soal perceraian saja, tidak ada perintah (amr) yang menghukum Kuseno untuk
mengganti nafkah yang tidak ia tunaikan, pengadilan tidak peka terhadap
problem biaya kehidupan anak-anak Winarti, yang harus ia tanggung sendiri.
Selain itu, pengadilan juga tidak menjerat Kuseno dengan sanksi pidana atas
perbuatan melukai Winarti secara fisik, dikarenakan alasan klasik pengadilan
agama yang terjebak nalar positivistic, yakni Pengadilan Agama hanya memiliki
kompetensi perihal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wagaf, dan shadagah
berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan tidak memiliki kewenangan
menyelesaikan perkara pidana seperti bentuk kekerasan fisik maupun non fisik
yang dialami Winarti sebagaimana yang dirumuskan UU No. 7 Tahun 1989.°
Hal yang serupa juga terjadi belakangan ini. Sebagai gambaran, penulis
ambilkan satu kasus seorang ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah
kepada anak, sebagaimana tertera pada putusan No. Register 0536/ Pdt.G/ 2014/
PA.YK. Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 18 Februari tahun 2015. Dalam
kasus permohonan cerai talak, istri (27 tahun) menggugat rekonvensi suaminya
(33 tahun) karena dirasa tidak menunaikan nafkah anak secara patut, selama 19
bulan. Semenjak istri melahirkan, hingga kasus ini di bawa ke pengadilan, nafkah
anak yang suami berikan hanyalah 16 kaleng susu, 3 stel pakaian dan 1 pasang

sepatu, 1 mainan mobil-mobilan sebagai hadiah ulang tahun anak. Nafkah yang

9 Sulistyowati Irianto dan Antonius Cahyadi, Runtuhnya Sekat Perdata Pidana: Studi Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan, (Jakarta: Pusat Kajian dan Jender Universitas Indonesia dan Yayasan
Obor, 2008), 289.



diberikan suami kepada anak tersebut dianggap tidak layak, sebab kebutuhan
susu untuk anak setiap bulannya adalah sebanyak 6 kaleng susu, sehingga kalau
dihitung sejak bulan April 2013 kebutuhan susu untuk anak adalah sebanyak 114
kaleng susu. Selain susu anak membutunkan biaya makan, membutuhkan
kesehatan, membutuhkan biaya pendidikan, membutuhkan biaya pakaian, yang
kesemuanya justru menjadi beban dan tanggungan orang tua istri.10

Alhasil, putusan yang dijatunkan pengadilan jauh dari rasa keadilan kepada
anak, majelis hakim menolak gugatan nafkah anak yang sudah lampau.
Pertimbangan majelis hakim justru menjurus kepada istri yang tidak mampu
menjalankan kewajibannya akibat depresi dengan kondisi rumah tangga yang
tidak harmonis, oleh karena itu nafkah madiyyah yang dituntut oleh istri tidak
terbukti dan tidak cukup alasan dan patut dinyatakan ditolak. Menurut penulis,
majelis hakim tidak jeli membaca duduk persoalan yang justru ditimbulkan oleh
suami. Suami yang bekerja di Jakarta beberapa kali tidak pulang teratur ke Jogja
yang menjadi tempat kediaman suami-istri setelah menikah bersama orang tua
istri. Suami sudah tidak peduli dengan keadaan istri sejak mengandung, pada saat
istri dan anak sakit pun suami tidak memperdulikan mereka. Kondisi seperti
inilah yang menyebabkan istri menderita tekanan psikis, sehingga ia tidak bisa
menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, padahal pada awalnya istri

dalam kondisi yang baik dan sehat.

10 pytusan didownload dari Publikasi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta, http://www.pa-
yogyakarta.net, diakses tanggal 10 Oktober 2015.


http://www.pa-yogyakarta.net/
http://www.pa-yogyakarta.net/

Problem pemberian nafkah anak juga menghantui pasca perkara perceraian
diputuskan oleh pengadilan dan menjatuhkan hukuman bagi mantan suami untuk
tetap memberikan nafkah anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau
mandiri. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama
Cianjur, Jawa Barat pada tahun 2010 oleh Stijn Van Huis dari Van Vollen hoven
Institute University of Leiden Belanda, mengungkapkan problem eksekusi atau
pelaksanaan amar putusan sulit untuk ditegakkan apabila mantan suami atau ayah
enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Padahal banyak
istri sudah mati-matian memperjuangkan hak nafkah anaknya di muka
pengadilan.tt

Di sisi lain, salah satu pemicu yang menyebabkan inefisiensi ketentuan
yuridis nafkah anak adalah sikap para hakim yang berpegang pada pandangan
ulama’ figh yang menganggap bahwa nafkah anak tidak menjadi hutang ayah dan
gugur setelah masa yang telah lampau. Sebagai contoh, putusan Mahkamah
Agung R.1 N0.608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 “menolak” gugatan nafkah
anak yang sudah lampau atau lebih dikenal dengan sebutan nafkah madiyyah,'?

dalam putusan MA tersebut berbunyi sebagai berikut:

11 Ali/Inu, “Mantan Suami Kerap Abaikan Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Cerai,” dalam
http://www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 7 Oktober 2015.

12 Nafagah berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”. Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang
diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan madiyyah berasal dari kata (= W) yang
mempunyai arti lampau, terdahulu, atau lewat. Baca Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang
Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 127. Lihat juga: Rusyadi dan Hafifi, Kamus Indonesia
Arab, (Jakarta: Rineka Cipta: 1995). 472.


http://www.hukumonline.com/

‘Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan natkah kepada anaknya

adalah il intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak

memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa

digugat.”13

Sebagian besar hakim menganggap putusan MA tersebut sebagai patron
yurisprudensi di lingkup Lembaga Peradilan Agama yang sudah tepat dan paling
benar dalam hal gugatan atas nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, oleh karena
itu menurut mereka harus diikuti dan diterapkan sebagaimana mestinya. Cik
Basir, seorang yang pernah menjabat sebagai Hakim PA Lubuklinggau
menemukan beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan tuntutan
nafkah madiyyah anak, namun dibatalkan di tingkat banding, dengan
pertimbangan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan
tuntutan nafkah madiyyah anak dalam perkara tersebut (a quo) tidak tepat dan
tidak mengikuti yurisprudensi yang sudah diterapkan sejak lama, di mana
menurut yurisprudensi setiap gugatan nafkah madiyyah anak harus ditolak karena
kewajiban ayah memberi nafkah pada anak adalah li al-intifa’, bukan i al-
tamlik .t

Kata /i al-intifa’ dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut

kemudian coba dimaknai oleh hakim tingkat banding, antara lain melalui Putusan

13 putusan MA RI N0.608 K/AG/2003, 867-885.

14 Cik Basir, “Menolak Gugatan Nafkah Madliyah Anak karena lil Intifa: Relevankah dengan
Ketentuan Islam dan Hukum Positif,” dalam http://www.badilag.net, diakses pada tanggal 9 November
2015.



http://www.badilag.net/

PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Shy, tanggal 30 Maret 2010, dalam

putusan tersebut mengemukakan:
“...kewajiban orang tua/ayah untuk membayar nafkah madliyah (yang
lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan
kebutuhan nafkah yang lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah
kewajiban memberi nafkah madliyah anak itu. Sejalan dengan pendapat
pakar hukum Islam dalam kitab Al Fighi Al Islamiyu Wa Adillatuhu
Juz VII Halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat
Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan putusan perkara ini sebagai
berikut: Menurut Fugaha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah

lampaunya masa, karena bukan pemilikan/littamlik dan bukan
merupakan utang.” 1°

Akibat dari putusan MA tersebut, banyak di antara hakim Peradilan Agama
yang hanya taklid,'® mengikuti dan menerapkan begitu saja secara pertimbangan
hukum yang ada dalam putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap setiap
perkara gugatan nafkah madiyyah anak. Tanpa berusaha lagi mengungkap dan
mempertimbangkan fakta lain yang selalu ada dan berbeda antara perkara yang
satu dengan yang lain dalam kasus serupa. Mereka beranggapan seolah-olah
putusan MA tersebut sudah merupakan suatu ketentuan hukum yang final dan
tidak bisa diganggu gugat bahwa setiap nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya

atau nafkah madiyyah anak itu tidak dapat digugat di Pengadilan Agama, karena

15 jhat Putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt.G/2010/PTA.Sby, 4.

16 Taklid dalam hal ini yakni meniru, mengikuti atau berpegang begitu saja kepada pendapat ahli
hukumyang sudah-sudah tanpa mengetahui dasar atau alasannya. Baca: Tim Penyusun Kamus Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994),
993. Taqlid berasal darikata gallada-yuqallidu-taqlidan, para ahli Usul figh, mengartikan taqlid dengan
“«al@ ol (e alad ol il g J3 & J 68 J 508 Baca: Toto Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus lImu
Ushul Fikih, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 324.
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itu menurut mereka setiap gugatan mengenai hal itu harus dinyatakan ditolak,
tanpa mempertimbangkan apa dan bagaimanapun alasan dan faktanya. 17
Apabila ditinjau dari dalam ranah legal positivism yang ada di Indonesia,
maka tindakan suamiayah yang melalaikan kewajiban nafkah anak bertolak
belakang dengan beberapa norma hukum yang ada dalam perundang-undangan di
Indonesia. UU Perkawinan No 1/1974 mengatur konsekuensi yuridis, bagi suami
atau istri apabila melalaikan kewajibannya yakni dengan cara masing-masing
pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.’® Salah satu pihak (suami
atau istri) juga dapat dicabut kekuasaannya sebab melalaikan kewajibannya atau
berkelakuan buruk sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka
masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.1®
Ditambah lagi, UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan sanksi
denda atau penjara bagi seseorang yang melakukan “tindakan penelantaran bagi
anak” atau “penelantaran terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawab di
dalam lingkup rumah tangganya.” Tindakan orang tua anak yang dengan sengaja

tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sehingga menyebabkan kondisi fisik

17 Ahmad Zuhdi Muhflor dan M. Natsir Asnawi, “Apakah Nafkah Madliyah (lampau) Anak yang
Tidak Terbayarkan Mutlak Lilintifa?,” dalam http://pa-magelang.go.id, diakses tanggal 11 November
2015.

18 pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974. Pengadilan Agama Wonosobo, Bahan Sosialisasi
tentang Eksistensi dan Kompetisi Peradilan Agama, (Wonosobo: t.p., 2007), 100.

19 |bid., 105. Pasal 49 ayatl dan 2 UU Perkawinan No 1/1974.
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atau kejiwaan sang anak terancam terganggu, masuk dalam kategori “tindakan
penelantaran.” Dengan adanya fakta hukum melakukan tindakan penelantaran
anak, maka orang tua anak tersebut dapat dikenakan sanksi denda atau pidana
penjara sebagaimana tercantum dalam kedua peraturan tadi.2°

Beberapa sample kasus yang penulis utarakan di atas adalah bagian kecil
dari tumpukan kasus nafkah anak yang tidak pernah tuntas di Lembaga
Pengadilan Agama. Ibarat puncak gunung salju yang terlihat hanya bagian
atasnya, kasus tersebut terbungkus perkara perceraian yang menjadi akhir
episode drama memilukan, tanpa ada kejelasan mengenai nafkah anak, yang
dalam beberapa waktu silam raib dari tangan seorang ayah. Hal ini memberi
gambaran yang memprihatinkan kepada kita terhadap kondisi perlindungan hak
anak di Indonesia. Tak pelak hal tersebut menjadi mimpi buruk (nightmare) bagi
anak-anak Indonesia yang direnggut haknya. Berangkat dari problem hukum
tersebut, penulis hendak melakukan ekskavasi ternadap ketentuan yuridis aturan
nafkah anak pada hukum keluarga Islam di Indonesia menggunakan pendekatan
filsafat hukum, untuk mengungkap nilai-nilai filosofis tentang pentingnya

supremasi hukum nafkah anak bagi kehidupan masyarakat.

20 Baca pasal 76 b UU No. 35 Tahun 2014 dan Lihat Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pembacaan di atas, maka penulis mengambil fokus
permasalahan dalam penyusunan karya tesis ini, sebagaimana berikut:
1. Bagaimanakah ketentuan hukum kewajiban nafkah anak menurut perspektif
figh dan perundang-undangan di Indonesia?
2. Nilai-nilai filosofi apa sajakah yang terkandung pada aturan nafkah anak

dalam hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Bercermin dari masalah penelitian tersebut, maka beberapa tujuan
pokok yang hendak dicapai dari penulisan dan penyusunan karya tesis ini
adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui konsep nafkah berdasarkan sudut pandang normatif hukum
Islam dan aturan yuridis perundang-undangan di Indonesia.
b. Memahami substansi nilai-nilai filosofi hukum yang terkandung dalam
ketentuan yuridis nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.
2. Kegunaan Penelitian
Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan
kontribusi yang positif bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang
hukum keluarga Islam, dengan cara menyajikan alasan-alasan logis (ratio

legis) tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam nafkah anak bagi
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kehidupan manusia berlandaskan norma ajaran agama Islam dan aturan
yuridis perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.2!  Selain diharapkan
mampu memberi manfaat secara teoretis, penulisan tesis ini juga diharapkan
bisa memberikan sumbangsih manfaat ke ranah praktis bagi banyak pihak,
baik kaum civitas akademisi, praktisi hukum pemerintah maupun masyarakat
secara umum, sebagai gagasan untuk memecahkan problem akademik,
konsiderans dalam menentukan kebijakan penegakan hukum atau bahan riset
untuk merumuskan suatu peraturan undang-undang baru yang berkaitan

dengan nafkah anak di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Pada tahapan ini penulis mencari landasan teoretis dari permasalahan
penelitiannya sehingga penelitian  yang dilakukan bukanlah aktivitas yang
bersifat “trial and error.” Kajian pustaka pada dasarnya merupakan jalan untuk
memetakan terhadap penelitian-penelitian  sebelumnya, agar tidak terjadi
pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian, mempersingkat
waktu, biaya dan tenaga. Fungsi lain dari kajian pustaka dapat membantu seorang
peneliti untuk memperdalam mengenai masalah yang akan diteliti, mempertajam

konsep-konsep yang digunakan guna mempermudah perumusan hipotesis.22

21 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 142.

22 Mely G. Tan, “Masalah-Masalah Perencanaan Penelitian,” dalam Koentjaraningrat (ed.),
Metode-metode Peneltian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1977), 30.
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Oleh karena itu, Apabila peneliti mengetahui sesuatu yang telah dilakukan oleh
peneliti lain, maka peneliti sudah lebih siap dengan pengetahuan yang lebih
komprehensif.23

Cik Hasan Bisri mengklasifikasikan cara kerja dalam proses perumusan
kajian pustaka melalui beberapa tahapan. Pertama, menginventarisasi judul-judul
bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa buku (text
book), antologi, bunga rampai, laporan penelitian, dan kumpulan abstrak
penelitian (di antaranya; skripsi, tesis, dan disertasi), ensiklopedi, jurnal ilmiah,
tulisan lepas dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (symposium
dan seminar).

Kedua, pemilihan isi dalam bahan pustaka, hal itu dapat dilakukan dalam
pemilihan topik pada daftar isi atau sub judul dalam masing-masing bahan
pustaka. Dari daftar isi tersebut dapat ditentukan bahan yang akan dipelajari dan
digunakan. Ketiga, menelaah isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan itu
dilakukan dengan cara pemilihan unsur informasi, terutama dalam konsep dan
teori, serta metodologi yang berhubungan dengan penelitian. Keempat,
mengelompokkan hasil bacaan yang telah dikutip dan dicatat itu, sesuai dengan

rumusan yang tercantum dalam masalah penelitian.?*

2003),

1977),

23 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, cet. ke-6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
112.

24 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: Gramedia,
30.
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Di bawah ini, penulis mencoba merangkum beberapa penelitian yang telah
dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang terkait dengan nafkah anak.
Ada tiga cluster (kelompok) yang coba penulis petakan: Pertama, cluster buku
(text book), beberapa buku yang membahas topik perkawinan di Indonesia, baik
dari tinjauan fikih maupun hukum positif, di antaranya adalah: ‘“Hukum
Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim karya
Khoiruddin Nasution.” Dalam buku tersebut pengarangnya melihat persoalan
relasi suami-istri, termasuk di dalamnya tentang nafkah secara komprehensif
serta keberanjakan dalam pembaharuan hukum di beberapa negara Muslim. 25

Buku yang berjudul “Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan” karya
Kamal Mukhtar, memberi kajian tentang nafkah istri ditinjau dari berbagai aspek
hukum.26 Karya Siti Musdah Mulia berjudul “Muslimah Reformis Perempuan
Pembaru Keagamaan”, ia menilai nafkah anak wajib dipenuhi oleh ayahnya,
terutama apabila terjadi perceraian, di samping kewajibannya dalam memenuhi
hak-hak anak lainnya seperti pendidikan, waris, perlindungan bahkan perlakuan
yang sama.?’ Buku karangan Satria Effendi yang berjudul ‘Problematika Hukum
Islam Kontemporer”, mengkaji gugatan nafkah dengan menggunakan

pendekatan yurisprudensi, dengan menerapkan prinsip kedaluarsa, mengingat

25 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang
Negara Muslim, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 181.

26 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).

27 Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan, (Bandung: Mizan,
2005).
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banyaknya kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama setelah sekian lama suami
melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada baik kepada istri
maupun anaknya.?8

Adapun cluster kedua, yakni karya tulis ilmiah skripsi, tesis dan disertasi.
Penulis menemukan beberapa karya terkait, beberapa di antaranya adalah:
Skripsi disusun oleh Rima Hiyati yang berjudul “Nafkah Sebagai Alasan
Perceraian (Studi kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”, hasil dari
penelitiannya adalah penceraian karena nafkah lebih dominan dibandingkan
dengan alasan lain, faktor ekonomi-lah yang menjadi alasan utama tidak
terpenuhinya nafkah, disebabkan suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi
dengan penghasilan yang tidak menentu, sehingga kewajiban menafkahi istri dan
anaknya juga tidak dapat dipenuhi. Dari itu kemudian menyebabkan rentetan
persoalan antara suami-istri yang menyebabkan kehidupan keduanya tidak
berjalan harmonis lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga
bahagia dan kekal harus pupus di tengah jalan.2®

Skripsi disusun oleh Uswatun Hasanah yang berjudul ‘“Nafkah untuk

Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer), dari hasil

penelitian menggunakan metode hermeneutika, Uswatun memaparkan mantan

istri bisa mendapatkan nafkah sampai mantan istri tersebut meninggal atau

28 Satria Effendi, Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2004).

29 Rima Hiyati, Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di PA Sukoharjo Tahun 2005-
2006), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009).
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menikah lagi. Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus
dipelihara oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode ‘iddah, karena pada
dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal yang
memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan.30

Perelitian yang dilakukan oleh Saefudin berjudul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap  Gugatan Biaya  Pemeliharaan  Anak  Setelah  Perceraian”
menginformasikan bahwa pengadilan Agama Seleman memutuskan perkara No
Register 022/pdt.G/2008/Pa.Smn. dalam amar putusannya tidak mengabulkan
gugatan nafkah anak yang terhutang selama 24 bulan oleh mantan suami, dan
hanya mengabulkan gugatan yang dikabulkan oleh majelis hakim berkaitan
dengan nafkah anak setiap bulannya. 3!

Tesis berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pasal 98-106
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” yang ditulis oleh A. Hermawan.
Penelitian tersebut berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan
menggunakan metode (content analysis) yang dilakukan untuk menganalisis
perlindungan hukum terhadap yang terdapat dalam KHI (pasal 98-106) dan
Konvensi Hak Anak (KHA). Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh

kesimpulan bahwa KHI secara umum telah memasukkan konsep perlindungan

30 Uswatun Hasanah, Nafkah untuk Mantan Istri (Studi Analisis Pandangan Asghar Ali
Engineer), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Institut Agama Islam
Negeri Walisongo, (Semarang: 2008).

31 Saefudin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Gugatan Biaya Pemeliharaan Anak Setelah
Perceraian, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009), 7.
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anak. Namun, perlindungan tersebut terbatas pada anak yang berhubungan
dengan orang tua secara biologis. KHI tidak melihat anak sebagai manusia yang
independen, namun melihat anak dalam kerangka hubungan biologis dengan
orang tuanya yang secara naluri mengharuskan hubungan timbal balik.32

Penelitian yang berjudul “Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di
Kabupaten Cilacap” disusun oleh Lis Mu’alifah, peneliti memaparkan bahwa
satu dari sembilan responden dari mantan istri tidak melakukan hadhanah
disebabkan karena sifat yang kurang baik, dua dari sembilan responden tidak
memberikan nafkah secara rutin karena faktor ekonomi yang lemah dari mantan
suami, dan enam dari sembilan responden sama sekali tidak memberikan nafkah
dikarenakan kurangnya kesadaran para mantan suami dalam mencukupi nafkah
anak sebagai tanggung jawabnya sebagai seorang anak.33

Penelitian yang berjudul “Studi Pelaksananan Hadhanah dan Nafkah Anak
Akibat Perceraian di Kota Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama
Magelang” oleh Masrukhin memaparkan dai sejumlah responden yang diteliti
ternyata ada 7 responden dari 13 responden atau sebesar 54% tidak melaksanakan

putusan pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap karena kendala

32 A Hermawan, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Pasal 98-106 Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2006).

33 Lis Mu’alifah, Hadhanah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap, Tesis
tidak diterbitkan, Program Hukum Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga, (Yogyakarta: 2011).
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yakni tingkat penghayatan keagamaan pihak ayah yang rendah karena rendahnya
pendidikan serta kendala sosial ekonomi yang termasuk kategori miskin.34

Cluster Kketiga, kelompok artikel jurnal, penulis menemukan beberapa
tulisan yang berkaitan dengan topik tesis ini di antaranya adalah: Abd. Manaf
menulis artikel yang berjudul “Transaksi Biaya Hadhanah Anak dalam Diktum
Putusan Dalam Rangka Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah”, yang
merekomendasikan agar para hakim memutuskan biaya hadhanah dengan
memperhatikan kondisi kurs rupiah sehingga relevan dalam beberapa waktu ke
depan untuk biaya kehidupan sang anak.3®

Artikel yang berjudul “Pelaksanan Eksekusi Natkah Anak di Pengadilan
Agama” oleh Deasy Caroline, memaparkan terhambatnya eksekusi natkah anak
akibat tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur secara tegas mengenai
besarnya biaya nafkah anak, serta kondisi sosial ekonomi ayah yang rendah
menyebabkan penghidupan seorang anak yang tidak dapat dijamin
kelayakannya.3¢ Artikel berjudul “Eksekusi Putusan Hadlanah: Sebuah Analisa

Yuridis dan Aplikatif’ ditulis Tim PPIH Bengkulu menyatakan perlu adanya

34 Masrukhin, Studi Pelaksananan Hadhanah dan Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kota
Magelang atas Hasil Putusan Pengadilan Agama Magelang, Tesis tidak diterbitkan, Program Hukum
Islam: Konsentrasi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2010).

35 Abd. Manaf, “Transaksi Biaya Hadhanah Anak dalam Diktum Putusan Dalam Rangka
Mengantisipasi Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah,” MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al
Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 37 Thn. IX. 1998, 50.

36 Deasy Caroline, “Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama,” MIMBAR
HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42 Thn. IX. 1999,
39.
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diktum “dwangsom” atau “astreinte” yang berarti uang paksa atau denda, hakim
menghukum bagi sesorang yang memiliki kewajiban menafkahi anak pasca
putusan perceraian, apabila lalai tidak melaksanakan putusan tersebut, tujuannya
adalah untuk memberi dampak psikologis bagi pelaku dan menjamin hak nafkah
anak secara material.3”

Sepanjang penelusuran penulis, dari berbagai literatur dan hasil penelitian
yang ada, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.
Beberapa literatur fokus terhadap pembelaan hak nafkah anak melalui badan
penegak hukum, namun hanya terkonsentrasi pada “pengembalian hak” atau
ganti rugi nafkah anak yang bisa di gugat di pengadilan, tanpa
mempertimbangkan unsur kejahatan yang telah dilakukan oleh pihak yang
melalaikan  kewajiban itu, apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan
penelantaran anak yang bisa menyebabkan kemadaratan baik kondisi fisik, jiwa
atau masa depan anak. Sedangkan dalam penelitian tesis ini, penulis mengkaji
tentang jaminan hak nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia
dengan cara menyoroti aturan hukum pemenuhan nafkah anak pada ranah yuridis
perundang-undangan di Indonesia dan norma hukum Islam menggunakan
pendekatan filsafat hukum untuk menggali substansi nilai-nilai  keadilan

(gerechtigheir), kepastian (rechtsecherheit) dan kemanfaatan (zwachmatigheit),

37 Tim PPIH Bengkulu, “Eksekusi Putusan Hadlanah: Sebuah Analisa Yuridis dan Aplikatif,”
MIMBAR HUKUM: Aktualisasi Hukum Islam, Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, No. 42 Thn.
IX. 1999, 33.
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yang ketiga nilai tersebut dapat memberikan perlindungan hak-hak dasar anak

dan berkontribusi terhadap kehidupan sosial masyarakat.38

E. Kerangka Teori

Secara etimologis filsafat hukum terdiri dari dua kata yakni filsafat dan
hukum. Kata filsafat diperkirakan mulai dipakai oleh Pythagoras di Yunani pada
abad ke ke-XVI sebelum masehi (SM). Pada periode filsafat Sokratik (abad ke-
XIV SM) kata filsafat digunakan dalam karya plato berjudul Phaidros. Dalam
karya itu, Plato menerangkan bahwa kata “makhluk bijak (sophos) terlalu luhur
untuk seorang manusia. Kata itu hanya pantas untuk dewa. Bagi Plato, manusia
lebih baik dijuluki sebagai pecinta kebijakan atau ‘“philosophos. 3 Sejak saat
itulah, philosophos berkembang sebagai sebuah sebutan bagi manusia yang
mencari dan mencintai kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat mempunyai arti
sebagai cinta akan kebiyaksanaan (diambil dari bahasa yunani “philos” Yyang
berarti cinta atau “philia” yang berarti persahabatan/tertarik kepada sesuatu, dan

“sophos” yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan atau keterampilan).2°

38 Ahmad Rifa’i, Penemuan Hukum oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), 7.

39 K. Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 18. Inggris mengenal istilah
filsafat hukum dengan sebutan Legal Philosophy atau Philosophy of Law. Sedangkan belanda
menggunakan istilah Wijs van het Recht dan Rechtsfilosofie untuk menyebut filsafat hukum. Sedangkan
Jerman menggunakan istilah Filosofie des Recht. Lihat: | Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensi
Tematis dan Historis, (Malang: Setara Press. 2014), 1.

40 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Filsafat ke Hukum, (Jakarta:
Perenada, 2010), 6.
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Selain makna tersebut, kata filsafat juga berarti “hikmah”, yakni ilmu yang sahih
yang akan menimbulkan kehendak untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat, sebab
di dalam filsafat atau hikmah itu terdapat pandangan dan paham yang mendalam
tentang hukum-hukum dan rahasia persoalan.**

Sedangkan definisi hukum sendiri sangat beragam tergantung dari sudut
mana mereka memandangnya. Kalangan positivisme melinat hukum dari aspek
formal-legalistik, sehingga asumsi yang dibangun oleh mereka adalah suatu aturan
yang hidup di masyarakat baru dianggap menjadi hukum apabila telah dilegitimasi
atau diformulasikan menjadi sebuah undang-undang negara.*? Hal ini sesuai
dengan definisi hukum yang diungkapkan oleh Jhon Austin bahwa hukum adalah
seperangkat perintah dari otoritas yang berdaulat (superior) kepada warga
masyarakat yang merupakan masyarakat politik (inferior), yang mengharuskan
seseorang atau kelompok berbuat atau tidak berbuat.#®> Hal senada juga
diungkapkan oleh Hans Kelsen bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa
terhadap perilaku manusia, dan hukum itu berisi kaidah primer yang menetapkan

sanksi oleh penguasa.*

41 Fathurrahaman Jamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), 3.

42 Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 120.

43 Jhon Austin, The Province of Jurisprudence Determined, (London: Jhon Murray, 1861), 15.

44 Hans Kelsen, General Theory of Law and State, terj. Anders Wedberg, (Cambridge: Hardvard
University Press, 1945), 26 dan 139.
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Sedangkan bagi eksponen aliran hukum alam, hukum diartikan sebagai
titah tuhan yang diwahyukan kepada manusia. St. Agustinus menyatakan bahwa
hukum alam adalah hukum abadi yang ada pada tuhan, prinsip tertingginya adalah
“jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak inginkan orang berbuat
kepadamu.”*® Ajaran Agustinus mempengaruhi Thomas Aquinas (1225-1275),
salah satu tokoh masa skolastik. Bagi Thomas hukum alam diartikan sebagai lex
naturalis nihil aliud est quam participatio legis aeternaein rationali creatura,
yang berarti hukum alam merupakan hukum yang lahir dari kegiatan akal budi
manusia sendiri yang dituntun oleh Tuhan (berdasarkan wahyu). Ide Thomas
mengenai hukum alam juga sangat dipengaruhi pandangan Aristoteles yang
menyatakan bahwa hukum adalah moral agama.*®

Jika ditilik dari karakteristik sumber hukum yang memiliki dimensi
transendental, maka hukum Islam termasuk dalam kategori hukum alam. Kata
hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an dan literatur hukum
dalam Islam. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari terma “Islamic
Law” dari literatur barat, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syari’ah, figh,
hukum Allah dan yang seakar dengannya.*’ Adapun kata hukum Islam dalam

literatur Barat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan, totalitas

45 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, (Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 2006), 16.

46 Vernon J. Bourke, “Is Thomas Aquinas A Natura Law Ethicist?,” THE MONIST: An
International Quarterly Journal of General Philosophical Inquiry, Oxford University Press., Vol. 58,
No. 1, January 1974, 52-53.

47 Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: University Press, 1964), 1.
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perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan
aspeknya.*® Hasbi Asy-Syiddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai ‘koleksi
daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.” Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna
figh.4°

Sehingga, filsafat hukum secara terminologi merupakan kegiatan yang
merenungkan aspek filosofis dari eksistensi hukum dan praktik hukum.>® Kegiatan
berfilsafat, merupakan aktivitas berefleksi, yakni suatu kegiatan berpikir dan juga
memiliki sifat rasional. Filsafat berada dalam dimensi dari komunikasi
intersubjektif, yang merupakan hasil dari pengembangan suatu hubungan diskusi
terbuka antara suatu subjek dengan lainnya, sehingga filsafat tidak memiliki nilai-
nilai pendirian dogmatik yang mutlak dan harus diikuti.>* Filsafat hukum sangat
menentukan substansi dan kualitas pembentukan produk hukum. Dalam teori
aksiologi hukum, hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (gerechtigkeit),
dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) demi terciptanya suasana aman dan kondusif.

Kedua nilai aksiologi hukum yang bersifat abstrak tersebut, diformulasikan ke

48 Menurut ahli Usul, hukum Islam adalah

Ny ol s ) sl IS Jlasl Lidanl 4l Ollas cenn
Lihat: Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi
Perbandingan Sistem Hukum Islam, terj. Yudian WahyudiAsmin, (Yogyakarta, P.T. Tiara Wacana,
1991), 45.

49 Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 44.

S0Arief B. Sidharta, Alih Bahasa, Meuwwissen Pengembangan Hukum, Illmu Hukum, Teori
Hukum dan Filsafat Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 1.

51 Ibid., 65.
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dalam produk undang-undang untuk mencapai nilai aksiologi kepastian hukum
(rechtssicherheit), sehingga hukum lebih mudah untuk diaplikasikan pada
kehidupan masyarakat.>?

Ketiga elemen tersebut dieksplorasi secara menarik oleh Gustav Radbruch,
sebab ia tidak ingin terperangkap dalam jeruji positivisme yang mementingkan
hukum hanyalah dimensi formal atau bentuknya saja. Radbruch melihat dari dua
sudut pandang yang berbeda antara materi dan bentuk hukum (sein dan sollen),
yang menurutnya merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan,
sebagaimana “materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi.” Itulah frase
yang tepat melukiskan teori Radbruch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan
adalah materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum
adalah bentuk yang harus melindungi nilai-nilai keadilan bagi kehidupan konkret
manusia. Bagi Radbruch, nilai-nilai keadilan tersebut dapat digali dari nilai-nilai
kemanusiaan yang terdapat pada kultur masyarakat, tingkah laku, norma
kesusilaan, moralitas dan Agama. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat
normatif, karena ia berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap
hukum positif, ia menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem
hukum positif. Keadilan bersifat konstitutif karena ia harus menjadi unsur mutlak

bagi hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.>3

52 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum, (Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2012), 123.

53 Theo Hujibers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1984), 65.
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Setali tiga uang, nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tidak
dapat dipisahkan, Radbruch mengatakan untuk mengisi cita keadilan dengan
langkah yang konkret, maka kita harus menengok pada sisi finalitasnya
(manfaat/kegunaan) dan untuk melengkapi aspek keadilan dan kemanfaatan
tersebut dibutunkan kepastian hukum. Pada aspek hukum yang pertama yakni
keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum. Apek kedua yakni
finalitas, menunjukkan kepada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam
hidup manusia. Aspek finalitas atau kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum
sudah diperkenalkan oleh Jeremy Betham lebih awal sebelum Radbruch. Betham
adalah seorang filsuf Inggris (1748-1832), Betham sangat percaya bahwa hukum
harus dibuat secara utilitarianistik (melihat manfaatnya) dengan patokan-patokan
berdasarkan keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.

Manfaat adalah suatu istilah abstrak yang mengungkapkan kecenderungan
sesuatu untuk mencegah kejahatan atau memperoleh kebaikan. “Kejahatan” adalah
penderitaan atau penyebab penderitaan. “Kebaikan” adalah kesenangan atau
penyebab kesenangan.>* Bentham berasumsi bahwa ukuran baik buruknya suatu
perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan
kebahagiaan atau tidak sama sekali.>> Oleh karena itu, para legislator hendaknya

dapat melahirkan undang-undang berdasarkan prinsip manfaat mengendalikan

403.

54 Jeremy Bentham, Theory of Legislation, terj. Etiecnne Dummont, (London: Trubner & CO), 2.
55 Gerald J. Postema, Bentham and the Common Law Tradition (Oxford: Clarendon Press, 1986),



27

sesuatu dengan kedua motif tersebut (kesenangan dan penderitaan).%® Suatu
pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut Betham sebaiknya tidak
dianggap sebagai tindakan kriminal. Pemidanaan menurut Betham hanya bisa
diterima apabila ia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih
besar.>’

Konsep tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan sejalan dengan asas
fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat Islam yakni konsep
magqgasid al-syari’ah atau magasid al-tasyri’ yang menegaskan bahwa hukum
Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara masiahah umat manusia.
Maslahah secara etimologis berasal dari bahasa arab yang berarti kebaikan, benar,
adil, saleh dan jujur. Kata ini sering dipertentangkan dengan kata fasad yang
berarti rusak atau binasa.>® Adapun inti dari konsep magasid al-syari’ah adalah
untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik
manfaat dan menolak mudarat. Al-Gazali menyebutkan tujuan hukum Islam yang
ingin dicapai dari makhluk ada lima, yartu: memelihara agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta mereka.>®

56 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
1988), 37.

57 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 267.

58 Moh. Mukri, Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia (Kontekstualisasi Konsep Maslahah Imam
al-Gazali), (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 41.

59 Abu Hamid ibn Muhammad al-Gazal, al-Mustasfa min ‘Ilmi al-Usul, (Beirut: Dar al Fikr, t.t),
286.
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Sedangkan menurut al-Zarga, ada empat hal yang menjadi tujuan dan
pendorong fugaha dalam menggunakan kaidah istzislah, yaitu: (1) Jalb al-masalih
(menarik kemaslahatan), yaitu perkara-perkara yang diperlukan masyarakat untuk
membangun kehidupan manusia di atas fondasi yang kokoh, (2) dar’u al-mafasid
(menolak kerusakan) yaitu perkara-perkara yang merusak manusia baik individu
maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral, (3) sad al-Zari'ah
(menutup jalan), yaitu menutup jalan yang dapat membawa pada perbuatan
menyia-nyiakan perintah syari’at dan memanipulasinya,®® atau dapat membawa
kepada larangan syara’ meskipun tanpa disengaja, (4) fagayyur al-azman
(perubahan zaman), yaitu kondisi manusia, akhlak-akhlak dan tuntutan-tuntutan
umum yang berbeda dari masa sebelumnya.b?

Pada aspek hukum yang ketiga yakni kepastian hukum, diperlukan untuk
memberikan jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang
menunjukkan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati oleh
semua warga hukum dalam suatu negara, oleh karena itu hukum yang berisi nilai-

nilai abstrak keadilan dan kemanfaatan yang bersumber dari norma yang

60 Syari’ah berasal dari akar kata “syara’a”’, yang bermakna memperkenalkan, mengedepankan
atau menetapkan, syari’ah secara bahasa juga berarti jalan menuju sumber air. Baca: Toto Jumantoro
dan Samsul Munir Amin, Kamus llmu Ushul Fikih..., 307. Secara istilah kata syari’at bermakna
ketentuan bagi para mukalaf yang membuat batasan-batasan dalam perbuatan-perbuatan, perkataan-
perkataan, dan I'tigadnya. Lihat: Abilshaq Ibrahim ibn misa ibn Muhammad al-Syatibi, al-Muwafaqat
fi Ushul al-Syari’ah, (ttp: Dar ibn ‘Afan, t.t.) I. 131. Teks aslinya berbunyi:

areis b il g, cgiblizely, wgllily, clladl 3 lapum Sl ios Ll dng 20l e O

61 Musatafa Ahmad al-Zarga, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Studi Komparatif Delapan
Mazhab Figh, terj. Ade Dede Rohyana, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 42.
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berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat, perlu diformulasikan ke
dalam redaksi undang-undang hukum positif suatu negara yang berdaulat. Dengan
kata lain, dua aspek hukum yang disebutkan pertama merupakan kerangka ideal
dari hukum. Sedangkan aspek yang ketiga (kepastian) merupakan kerangka
operasional hukum.%2 Cita kepastian hukum merupakan konsep yang diusung oleh
mazhab hukum positif yang mengedepankan aspek formal hukum. D Schelten
memaparkan pandangan Hans Kelsen-salah satu arsitek hukum positif- bahwa
untuk memenuhi aspek kepastian hukum ada empat asas logika ilmu hukum yang
harus tercakup di dalam undang-undang yakni: eksklusi, non-kontradiktif, submisi
dan derogasi.

Pertama, asas eksklusi, yakni sejumlah peraturan perundang-undangan
yang diidentifikasi sebagai sebuah sistem hukum bersumber pada wewenang
legislatif. Kedua, asas non-kontradiktif diartikan bahwa ilmu hukum melarang
apabila suatu norma hukum melanggar norma hukum lainnya secara horizontal,
contoh jika undang-undang perlindungan anak bertentangan dengan UU
Perkawinan. Asas yang ketiga adalah asas submisi, yang berarti ada hubungan
hierarkis antara peraturan perundang-undangan yang bersumber dari legislatif
yang lebih tinggi dengan legislatif yang lebih rendah. Ketiga, asas derogasi

berarti bahwa ilmu hukum menolak bila ada suatu norma hukum yang seluruhnya

62Benard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas
Ruang dan Generasi.., 171.
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atau sebagian bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, contoh
apabila undang-undang perkawinan bertentangan dengan UUD 1945.63

Hans kelsen menjelaskan norma hukum yang tersusun secara hierarkis
dengan eksistensi “grundnorm” yang merupakan induk dari peraturan-peraturan
hukum, dalam suatu tatanan hukum tertentu. Hans Kelsen membangun
argumennya tersebut merujuk pada konsep ‘stufenbaulehre” (teori struktur
hierarkis norma) dari Adolf Rudolf Merkl yang mengajarkan bagaimana
merekonstruksi beragam norma yang ada menjadi satu kesatuan sistem hukum,
sehingga keseluruhannya dapat menjadi satu objek ilmu hukum yang mandiri.54

Berikut gambaran Teori tentang Stufenbaulehre: 6°

Basic Norm (Grundnorm)
Kaidah Dasar

Secondary Norm
Expressing Primary Norm
Kaidah Substantif

Specific Official Action (Particularly Primary Norm)
Kaidah Konkret

63 D.F Scheltens, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta: Erlangga, 1983), 89.

64 Kelik Wardiono, “Basis Epistimologi Paradigma Rasional dalam Ilmu Hukum: Sebuah
Deskripsi tentang Asumsi-asumsi Dasar Teori Hukum Murni Hans-Kelsen,” DINAMIKA HUKUM:
Menuju Hukum yang Dinamis, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman., Vol. 14, No. 3,
September, 2014, 378.

65 Lihat: Routledge, Jurisprudence, (Newyork: Cavendish Publishing, 2006), 1V: 51.
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Salah satu tokoh yang mengembangkan teori Hans Kelsen tersebut adalah
muridnya yang bernama Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan
“Theorie von stufenubau der rechtsordnung.”®® Susunan norma menurut teori
tersebut adalah:

1. Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm)

2. Aturan Dasar Negara (Staatsgrundgesetz)

3. Undang-Undang Formal (Formelgesetz)

4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (Verordnungen Autonome
Satzung).57

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A Hamid S. Attamimi
membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata
hukum di Indonesia. Hamid menggambarkan perbandingan antara Kelsen dan
Nawiasky dalam bentuk piramida. Attamimi menunjukkan struktur tata hukum
Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut,
struktur tata hukum Indonesia adalah:68
1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD 1945)

2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi

Ketatanegaraan

66 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-pok ok Filasafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) 116.

67 Jimly Asshiddigie, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal &
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 170.

68 |hid., 170. Bandingkan dengan: Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan; Proses dan
Teknik Pembuatannya, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 236.
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3. Formelgesetz: (Undang-Undang)
4. Verordnungen Autonome Satzung: secara hierarkis mulai dari Peraturan
Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama Kkali
disampaikan oleh NotoNagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (rechsidee)
merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum
positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan
untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya pancasila sebagai
Staatsfundamentalnorm, maka pembentukan hukum, penerapan, dan
pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.®®

Sedangkan apabila ditinjau menurut UU No 12 Tahun 2011 hierarki
sumber hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.”®

2. UUD RI 1945.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Presiden

7. Peraturan Daerah Provinsi

69 Notonagoro, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: (Pokok Kaidah Fundamental Negara
Indonesia), cet. ke-4, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, t.t.), 22.

70 pasal 2 UU No 12 Tahun 2011.
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8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.’?

Dari teori-teori tentang aksiologi hukum berdasarkan elemen kemanfaatan,
keadilan dan kepastian hukum di atas, penulis gunakan untuk menganalisa sejauh
mana Hukum keluarga Islam di Indonesia memberikan jaminan terhadap hak
nafkah anak, yang mana dalam ranah law in action ternyata masih banyak terjadi
tindakan pengabaian nafkah anak sebagaimana penulis uraikan dalam latar
belakang tesis ini. Kondisi seperti ini justru mengisyaratkan bahwa hukum
keluarga Islam di Indonesia belum mampu secara maksimal memberikan
jaminan hak nafkah anak.

Adapun yang penulis maksud dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia
adalah norma-norma hukum positif di wilayah negara Indonesia yang yang
mengatur hubungan antara anggota keluarga, yang dimulai dari awal
pembentukan keluarga (peminangan), sampai pada berakhir pada pembagian
warisan karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia, yang mana norma
hukum positif tersebut diambil dari sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan al-
Sunnah). Produk hukum keluarga Islam di Indonesia yang penulis kehendaki
menjadi objek analisis jaminan nafkah anak dalam penulisan tesis ini adalah
undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
(KHI), sebab dari sisi historis keduanya lahir dari spirit umat Islam Indonesia

untuk mengemas hukum Islam (dalam pengertian syari’at atau figh) menjadi

"1 pasal 7 UU 12 Tahun 2011.
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hukum negara (undang-undang) disesuaikan dengan nomenklatur budaya dan
kehidupan sosial yang ada di Indonesia, dengan cara melibatkan para ulama’ dan

sarjanawan hukum yang ada di Indonesia pada proses pembentukannya.

F. Metode Penelitian
Suatu penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari
suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa secara
mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut, sehingga kemudian didapatkan
solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang
bersangkutan.”> Metode bukanlah sekadar teknik penelitian, tetapi selalu
merupakan bagian dari komitmen theoretical sebagai suatu instrument pokok yang
berorientasi mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten.”®  Untuk
memperoleh kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka

dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (kepustakaan),
yang diproyeksikan untuk memberi keterangan, dan mengungkapkan nilai-nilai
filosofis tentang pentingnya supremasi hukum nafkah anak bagi kehidupan

masyarakat dan juga beberapa gejala yang berkaitan dengan nafkah anak dari

2 Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1981), 43.
73 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 17.
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hasil penelusuran sumber-sumber pustaka, yakni undang-undang, kitab figh,
buku, makalah, majalah, jurnal dan lain-lainnya.”*
. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, berupa penggambaran yang akan
menyajikan aturan-aturan dan fakta hukum yang kemudian dianalisis dengan
menggunakan pendekatan filsafat hukum berdasarkan teori-teori keadilan,
kepastian dan kemanfaatan hukum dari berbagai macam tokoh-tokoh hukum,
sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam untuk
mengambil kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah.”®
. Pendekatan Penelitian

Berbagai istilah sering digunakan oleh para ilmuwan berkaitan dengan

term pendekatan, di antaranya adalah: perspektif (perspective), sudut pandang
(point of view), kerangka konseptual (conceptual framework), kerangka
pemikiran (frame of thinking), kerangka analitis (analytical framework), aliran
pemikiran (Scholl of thought), pendekatan (approach) dan yang Kini popular
adalah paradigma (paradigm). Pendekatan dapat diasumsikan sebagai

seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain, secara logis membentuk

74 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 13.
5 Ridwan, Metode dan Tehnik Menyusun Proposal Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2013), 8.
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sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan
menjelaskan kenyataan atau masalah yang dihadapi.’®
Di dalam penelitian hukum, fungsi dari suatu pendekatan adalah agar
seorang peneliti bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu
yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada tesis ini penulis
menggunakan pendekatan filsafat hukum untuk  menampilkan  nilai-nilai
aksiologi aturan hukum nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di
Indonesia,’’ fungsinya agar masyarakat dan para penegak hukum dapat menjadi
agen yang melindungi hak nafkah anak dan berpartisipasi aktif dalam
pemenuhan hak nafkah anak.
4. Teknik Pengolahan Data
Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisa sumber-
sumber hukum agar diperoleh data yang memadai dan valid, maka ada empat
metode yang penulis gunakan, yaitu:
a. Dokumentasi
Pada tahapan ini penulis melakukan penelusuran dengan
menginventarisir bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya

kepustakaan, sebagai pijakan untuk menganalisa problem yang sedang

76 Heddy Sri Ahimsa Putra, “Fenomenologi Agama: Pendekatan Fenomenologi Untuk
Memahami Agama,” WALISONGO: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Lembaga Penelitian IAIN
Walisongo Semarang., Volume 20, No. 2, November 2012, 272.

7T Kata aksiologi bermakna kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia, atau kajian tentang nilai
khususnya etika. Heppy El Rais, Kamus limiah Populer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 18.
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diteliti menggunakan teknik dokumentasi. Bahan hukum primer dalam
penelitian  ini adalah bahan hukum vyang mempunyai otoritas
(authoritative),’® antara lain; Al-Qur’an, hadis, kitab figh, undang-undang,
regulasi, dan putusan hakim.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang
hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, yakni bisa berupa: buku-
buku atau teks yang membicarakan suatu masalah hukum termasuk skripsi,
tesis dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, ensiklopedi, jurnal-jurnal
hukum, dan komentar-komentar atas putusan hakim.”®

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pentransformasian data
“kasar” yang muncul dari bahan-bahan hukum untuk memusatkan
perhatian pada penyederhanaan.&®

c. Penyajian Data

Pada tahapan ini data-data yang telah diinventarisir dan direduksi,
selanjutnya  diteliti  variabel-variabelnya, disusun secara  sistematis,
kemudian dideskripsikan untuk memberi pertanggung jawaban ilmiah dari

segi ilmu hukum, dan juga sebagai kegiatan refleksi terhadap aturan yuridis

8 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-8, (Jakarta: PT Gramedia,
1989), 130.

9 SunaryatiHartono, Penelitian Hukumdi Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni,
1994), 19.

80 Miles, Matthew B. dan A. Michael Hubberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi
Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia (Ul Press), 1992), 15-20.
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dan keputusan-keputusan hukum (legal decisions) yang telah dibuat
terhadap kasus hukum yang telah terjadi atau akan terjadi.8!
d. Analisis dan Kesimpulan

Suatu penelitian  hukum yang tepat, dapat ditinjau dari sisi
argumentasi dan alasan-alasan logis sebagai alasan pembenaran
(justifications),®?  berdasarkan bahan-bahan hukum yang otoritatif
(authoritative sources of the law) sebagai sebuah uji batu kritis.83 Pada
penelitian filsafat hukum, proses analisisnya menggunakan logika dialektik
dan deduktif. Logika dialektik adalah sebuah penalaran hukum dengan
mempertimbangkan  perbedaan-perbedaan  pandangan, balk  pada
pembentukan undang-undangnya maupun perbedaan klaim atas fakta yang
diajukan para pencari keadilan dalam proses peradilan atau negosiasi.
Filosofi dari logika tersebut adalah menjunjung cara berfikir yuridis
dialogis untuk menghargai perbedaan pendapat.

Sedangkan, logika deduktif dipakai untuk mencapai konsistensi
yuridikal, dengan kata lain penalaran hukum harus konsisten antara aturan
hukum yang berlaku dengan putusan atau penerapan hukum, dalam perkara

yang sama harus diberlakukan aturan hukum dan keputusan hukum yang

81 Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 110.

82 Johny lbrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media
Publishing, 2005), 239-240.

83 Theodore M. Benditt, Law as Rule and Principle: Problems of Legal Philosophy, (California:
Stanford University Press, 1978), 8.
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sama, berdasarkan asas simila-similibus untuk menjamin keadilan dan
kepastian hukum.84 Cara berpikir ini, bertolak dari penalaran silogisme atau
analogi, di mana untuk meraih suatu kesimpulan berpijak dari pengetahuan
bahwa sesuatu yang berlaku pada keseluruhan peristiwa berlaku juga bagi
tiap-tiap unsur yang terdapat di dalam kelompok atau jenis peristiwa
tersebut. Dengan kata lain, logika deduktif adalah usaha menarik
kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum ke Kkhusus, secara langsung
dan sempurna (perfectly straightforward).8>

Silogisme sendiri tersusun dari tiga buah proposisi berupa
pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala proposisi-
proposisi tersebut, yang disebut premis mayor, premis minor, dan
konklusi.26 Sebuah premis mayor merupakan pernyataan hukum (statement
of law), premis minor adalah pernyataan tentang fakta hukum (statement
of fact) dan kesimpulan (conclusion) yang merupakan penerapan premis
mayor terhadap premis minor tersebut, sehingga pada pembahasan ilmu
hukum normatif (undang-undang dan norma hukum Islam) kebenaran yang
akan dwungkapkan adalah sebuah ‘“kebenaran koherensi’, yang dapat
dikontrol (controleerbaar) serta diterima secara konsensus berdasarkan

tradisi dan paradigma ilmu praktis normologis (intersubjektif). Suatu

84 | Dewa Gede Atmadja, Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis.., 48.
85 ], Sudarminta, Epistimologi Dasar, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 40.

86 Vandenhoeck & Ruprecht, Aristotle’s Theory of The Syllogism: A Logico-Philological Study
of Book A of The Prior Analytics, 2" Edition, (Holland: D. Reidel Publishing Company, 1968), 3.
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kebenaran koherensi yang ingin ditegakkan dalam ilmu hukum memiliki
argumentasi yang bersifat “konsisten” dan terpadu secara utuh, baik
ditinjau dari lingkup argumentasi, maupun dikaitkan dengan pengetahuan-

pengetahuan hukum yang sudah ada dan dianggap benar sebelumnya.8’

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, penulis memuat pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, penulis memaparkan
tinjauan umum tentang hak-hak anak dalam hukum Islam. Bab ketiga, penulis
mengulas lebih spesifik kepada nafkah anak dalam hukum keluarga Islam di
Indonesia dari dua perspektif hukum yakni konsep hukum Islam (figh) dan konsep
hukum positif (peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia), untuk
menggambarkan bagaimana dinamika perkembangan aturan nafkah anak mulai
dari figh konvensional sampai kepada aturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia.

Bab keempat, penulis menganalisa tentang substansi nilai-nilai jaminan
hukum tentang nafkah anak mulai dari aspek manfaat, keadilan, dan kepastian

hukum yang terkandung dalam norma hukum positif dan norma hukum Islam. Bab

87 Zulfadli Barus, “Paradigma Filosofis Legal Reasoning antara Legal Positivism dan Historical
Jurisprudence Suatu Analisis,” WIDYA YUSTISIA: Mengembangkan Kreatifitas dan Meningkatkan
Kualitas, Kopertis Wilayah 3., No. 2, Tahun VII, Juli-Desember 2005, 24-34.
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kelima, penulis menyimpulkan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah diulas
pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga berisi saran-saran dan daftar pustaka

serta berbagai lampiran.



A. Kesimpulan

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis dapat memperoleh

beberapa kesimpulan, yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum kewajiban nafkah anak adalah sebagai berikut:

a. Menurut perspektif figh:

(i

(i)

Aturan nafkah lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak
wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di
sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya maupun
miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi
nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya.

Menurut  pandangan mazhab  syafi'iyyah, Hanafiyyah dan
Hanabillah, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka
kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah sang anak untuk

memberikan nafkah.

(iii) Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayah hanyalah anak

sah sedangkan anak luar nikah (anak zina) tidak berhak

mendapatkan nafkah dari ayahnya.
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(iv)

v)

(Vi)
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Adapun besar atau jumlah nafkah yang diberikan kepada sang anak
disesuaikan oleh kemampuan sang ayah.

Di dalam figh, batasan usia anak mendapatkan nafkah adalah
sampai balig, kecuali bagi anak-anak yang sudah dewasa tetapi
memiliki cacat badan, sakit, miskin, masih menuntut ilmu, dan anak
perempuan dewasa tetapi belum menikah tetap berhak
mendapatkan nafkah dari sang ayah.

Terdapat disparitas mengenai ketentuan nafkah anak yang tidak
ditunaikan oleh ayah pada Hukum Islam (figh), pendapat ulama’
Hanafiyyah menyatakan nafkah anak yang telah lampau menjadi
hutang ayah meskipun ia dalam keadaan miskin, sehingga pada saat
ia sudah mampu, ayah wajib menggantinya. Sedangkan jika ayah
dalam keadaan mampu, tetapi menolak memberikan nafkah kepada
anak, maka hakim wajib memaksa ayah untuk mau membayar,
dengan menyita harta ayah kemudian dijual untuk memenuhi
kebutuhan anak, atau hakim juga dapat memberikan hukuman
ta’zir, dengan menahan ayah sang anak, sampai ia bersedia
membayarkan nafkah kepada anak. Sedangkan ulama’ mazhab
Syafi’iyyah, Hanabillah dan Malikiyyah berpendapat nafkah anak
yang sudah lampau menjadi gugur kecuali jika ada putusan dari

hakim.
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b. Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia yaitu:

() Kewajiban nafkah anak Ilebih diprioritaskan bagi seorang ayah,

namun apabila ayah pada kenyataannya tidak mampu, maka ibu ikut

memikul biaya tersebut.

(i) Anak yang berhak mendapatkan nafkah dari ayah hanyalah anak sah

(i)

(v)

sedangkan anak luar nikah (anak zina) tidak berhak mendapatkan
nafkah dari ayahnya. Adapun besar atau jumlah nafkah yang
diberikan kepada sang anak disesuaikan oleh kemampuan sang ayah.
Nafkah yang diberikan kepada anak meliputi biaya rumah tangga,
biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
Batasan usia mendapatkan nafkah anak adalah mulai pada usia O
hingga 21 tahun atau sampai anak tersebut menikah, baik masih
terjadinya pernikahan atau sudah bercerai, terkecuali bagi anak-anak
yang memiliki cacat fisik. Bagi seorang PNS pembagian gaji untuk

nafkah apabila terjadi perceraian adalah sebesar 1/3.

(v) Ketentuan hukum bagi sesorang yang melalaikan kewajiban nafkah

kepada anak dapat dikenakan sanksi berupa perdata maupun pidana.
Sanksi perdatanya digolongkan menjadi tiga macam, vyaitu: a)
seseorang dapat digugat ke pengadilan untuk mengganti biaya nafkah
anak yang tidak diberikan kepada anak, sebagaimana tercantum pada
pasal 34 ayat 3 UU Perkawinan No 1/1974. Di dalam hukum positif

hak nafkah anak tetap berlaku pada jangka waktu yang telah lampau,
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sebab kewajiban untuk menunaikan nafkah anak mulai dari usia O
(nol) hingga 21 tahun (dua puluh satu tahun), selama dalam jangka
usia tersebut, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau
masih dapat dituntut, asalkan seorang ayah memang memiliki
kecukupan harta dan ia enggan memberikannya, tetapi jika seorang
ayah dalam keadaan miskin, sakit atau sulit mendapat pekerjaan
maka ibu turut memikul biaya beban nafkah kepada anaknya; b)
seseorang dapat dicabut hak kuasa asuh terhadap anaknya sebab
melalaikan kewajibannya menunaikan nafkah anak, sebagaimana
tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-
undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak; c) bagi PNS yang
tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi
perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.
Sedangkan sanksi pidana bagi seseorang yang melalaikan kewajiban
nafkah anak adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) sebagaimana tercantum di dalam pasal 77 b UU 35 Tahun
2014, atau dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004.
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2. Nilai-nilai filosofi yang terkandung pada aturan nafkah anak dalam hukum

keluarga Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

a)

b)

Ditinjau dari aspek aksiologi kemanfaatan hukum, nafkah kepada anak
merupakan medium untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan
terpenuhinya nafkah anak berarti telah mempersiapkan sumber daya
manusia yang berkualitas di masa depan, sebab di dalam nafkah anak
terkandung tiga aspek pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) anak.
Pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani anak yang mencakup
kebutuhan pokoknya seperti makanan yang bergizi, pakaian dan tempat
tinggal yang bersih, serta biaya perawatan anak sejak dalam kandungan
sehingga anak kelak dapat tumbuh sehat secara fisik. Kedua,
pemenuhan kebutuhan rohani (psikis) anak, sebab anak yang mendapat
nafkah secara rutin akan terjalin komunikasi yang baik dengan orang
tuanya, dari situ ia akan merasakan kasih sayang dan perhatian orang
tua. Ketiga, pemenuhan kebutuhan intelektual anak, sebab dengan
mencukupi kebutuhan pendidikan anak baik dengan ilmu agama dan
ilmu pengetahuan umum lainnya, anak-anak diharapkan siap dalam
menghadapi iklim persaingan global di dunia pekerjaan.

Dari aspek aksiologi keadilan hukum, pemenuhan nafkah anak sarat
dengan nilai-nilai keadilan teologis, keadilan sosial dan keadilan gender.
Pertama, nilai keadilan teologis bermakna keadilan llahiah, jadi

seseorang yang telah memenuhi nafkah kepada anaknya berarti ia telah
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berbuat adil karena telah patuh menjalankan perintah Allah, begitu pula
sebaliknya seseorang yang tidak menjalankan kewajiban nafkah kepada
anaknya berarti ia telah berbuat tidak adil karena tidak patuh
menjalankan perintah Allah. Kedua, nilai keadilan sosial menekankan
prinsip tolong-menolong dan persamaan (equality), prinsip tersebut
dirumuskan dalam aturan pemberian nafkah kepada anak angkat dan
nafkah bagi anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah. Ketiga,
nilai keadilan gender terkandung dalam pembebanan kewajiban yang
setara antara suami-istri dalam hal memberi nafkah, merawat, dan
membesarkan anak. Ketiga nilai keadilan tersebut penting diaplikasikan
di masyarakat untuk membangun kontrak sosial yang berlandaskan
moral agama, membantu anak-anak yang hidup dalam kesulitan sosial,
dan membangun prinsip kesetaraan dalam keluarga.

Dari ranah aksiologi kepastian hukum, adanya sanksi hukum pada
aturan perundang-undangan hukum keluarga di Indonesia berfungsi
sebagai kontrol sosial sebagai upaya preventif untuk mencegah
terjadinya tindak pengabaian nafkah anak, sekaligus sebagai upaya
represif (memaksa) agar jika terjadi pengabaian nafkah anak orang tua
dapat mengembalikan hak nafkah anak dengan membayarnya di
kemudian hari, dengan upaya-upaya tersebut berarti negara telah

menegakkan prinsip Islam yang menjamin adanya hak nafkah anak.
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B. Saran-Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan melalui bab-bab sebelumnya,
penulis masin melinat bahwa Hukum Keluarga Islam di Indonesia belum
sepenuhnya mampu memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak
nafkah anak, hal ini disebabkan beberapa norma hukum nafkah anak masih
banyak yang tersebar di beberapa sumber hukum baik figh maupun undang-
undang di Indonesia yang notabenenya bukan Hukum Keluarga Islam
Indonesia (KHI dan UU Perkawinan No0.1/1974). Oleh karena itu, menurut
hemat penulis perlu adanya saran yang bersifat konstruktif terhadap persoalan
jaminan nafkah anak dalam hukum keluarga di Indonesia yakni antara lain:
1. Dari sisi materi:

a. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu mengatur secara
tegas dan eksplisit mengenai tanggung jawab ayah untuk memberikan
nafkah kepada anak baik saat berlangsungnya pernikahan maupun
setelah terjadinya perceraian.

b. Bak KHI maupun UU Perkawinan No0.1/1974 juga perlu mengatur
tentang kewajiban kerabat dekat dari keluarga anak yang dalam keadaan
mampu untuk mengambil alih peran nafkah anak jika dalam
kenyataannya sang ayah tidak bisa menafkahi anak.

c. Baik KHI maupun UU Perkawinan No0.1/1974 juga perlu mengatur

tentang pemenuhan nafkah anak oleh kedua orang tuanya mencakup
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kebutuhan psikologis seperti: perhatian, kasih sayang, rasa aman; dan
juga kebutuhan sosial anak untuk berekspresi, berinteraksi dengan
teman sebaya, perlindungan dari lingkungan yang buruk, mengeluarkan
pendapat, dan terhindar dari diskriminasi (tidak membedakan anak laki-
laki lebih berhak mendapatkan pendidikan yang tinggi daripada anak
perempuan).

. Perlu adanya perubahan atas batasan usia anak menerima nafkah anak
menjadi 23 tahun, sebab anak pada usia tersebut anak sudah selesai
menyelesaikan pendidikan strata 1 dan cukup bekal untuk hidup mandiri
menghadapi dunia Kkerja.

Perlu adanya norma hukum yang mengikat di dalam Hukum Keluarga
Islam di Indonesia yang mengenai nafkah anak dari sisi pembiayaan
pendidikan, baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapat
biaya dan hak pendidikan yang setara, sehingga tidak terjadi
diskriminasi antara keduanya.

Hukum keluarga Islam seharusnya mengatur tentang ketentuan nafkah
madiyyah anak yang menjadi hutang bagi sang ayah, asalkan seorang
ayah tersebut adalah seseorang yang cakap hukum, tidak ada halangan
yang menyebabkan ayah tidak berdaya (overmacht) menunaikan
kewajiban nafkah kepada anaknya, bukan dalam suatu keadaan (situasi)

darurat, Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung
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semua keperluan hidup berumah tangga; dan anak yang membutuhkan
nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Perlu adanya penambahan redaksi pada pasal 43 UU Perkawinan No. 1
tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur status
anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah, selain hanya mempunyai
hubungan perdata (nasab) dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga
harus ditambah ketentuan yang mengatur tentang pemberian nafkah dan
wasiat wajibah dari ayah biologisnya kepada anak luar nikah tersebut.
Penambahan redaksi tersebut fungsinya adalah sebagai bentuk
tanggungjawab moral dari ayah biologis sang anak tersebut dan untuk
memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap
status dan hak-hak seorang anak meskipun keabsahan perkawinannya
masih dipersengketakan.

Perlu adanya reformulasi hukum perkawinan dalam persoalan nafkah
anak degan mencantumkan sanksi pidana pada redaksi aturan nafkah
anak, sebagai bentuk upaya preventif agar seorang ayah tidak
memandang remeh kewajiban nafkah anak dan sekaligus juga sebagali
upaya represif agar keputusan pengadilan yang telah membebankan
biaya nafkah anak kepada mantan suami setelah perceraian dapat

dilaksanakan dengan baik setiap bulannya.
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2. Dari sisi praktik beracara:

a. Para hakim tidak boleh terkungkum dalam nalar figh klasik yang
menganggap nafkah anak pada masa yang lampau tidak menjadi
hutang ayah, seyogianya problem nafkah anak yang tidak ditunaikan
oleh sang ayah diselesaikan dengan menggunakan prinsip kepentingan
terbaik bagi anak (The Best Interest of The Child) sebagaimana
tertuang di dalam pasal 3 ayat 1 KHA dan prinsip non diskriminatif
terhadap perempuan sebagaimana yang tertuang dalam Convention on
the elimination of All Forms of Discrimination Against Women
(CEDAW).

b. Para hakim hendaknya menetapkan segala barang-barang bergerak
dan tak bergerak milik tergugat (ayah), baik yang sudah ada maupun
yang akan ada, menjadi “jammnan atas kelalaian pembayaran nafkah”
anak tersebut kepada penggugat (ibu yang memelihara anak), sebagai
“tekanan psikis” bagi tergugat (ayah) untuk dapat melaksanakan
pembayaran nafkah anak tersebut kepada mantan istrinya (ibu anak)
secara rutin dan konsekuen.

c. Pengadilan Agama semestinya dapat memberikan kemudahan akses
prosedur eksekusi nafkah anak yang tidak ditunaikan oleh mantan
suami tanpa harus melakukan proses persidangan kedua kalinya, dan

tanpa biaya (prodeo).
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C. Penutup
Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari
kesempurnaan, hal ini semata-mata merupakan Kketerbatasan ilmu dan
kemampuan yang penulis miliki. Maka dari saran dan kritik yang konstruktif
dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Dengan
teriring doa penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi
penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal

“Alamin.
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